
98  

DAFTAR PUSTAKA 

BUKU 

Adisasmita, Rahardjo. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, Yogyakarta, Graha 

Ilmu, 2006, 3 

Bintarto, Raden., Desa Kota. Bandung: Alumni  2010 

Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah. Pengelolaan Keuangan Desa. 

Bandung  2014 

Chabib Sholeh., Dialetika Pengembangan Dengan Pemberdayaan. Bandung : 

Bumi  Aksara 2014, hal. 83-84 

C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum., Jakarta: Balai Pustaka, Mei 2006. hal 216. 

Daldjoeni, N., Interaksi Desa-Kota. Jakarta : Rineka Cipta, 2011  

Departemen Pendidikan Nasional. Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik 

Desa. Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), Universitas 

Brawijaya: Fakultas Ekonomi, 2004 hal. 4 

Faiz Zamzami, dkk., Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa sesuai 

dengan PP No. 11 Tahun 2021. Yogyakarta: Gajah Mada Universsity Press. 

Maret 2023., hal 47. 

Hastowiyono, Suharyanto.”Penyusunan Kelayakan Usaha& Pengembangan 

Usaha BUMDes”, (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 

2014) 



99  

Herry Kamaroesid,. Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES. Jakarta: 

Mitra Wacana Media, 2016,  hal.2  

Hery S.E., Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT Gasindo., Mei 2018. hal 17. 

Kasmir., Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT. RajaGrafindo 

Persada. 2014 

Kristianten, Transparansi Anggaran pemerintah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 75 

L.J.van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983, 

hal  203. 

Mahmudi, Akuntansi Sektor Publik, (Yogyakarta: UII Press, 2016), 18 

Maryunani. Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa. 

Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008  hal. 35  

Muindro Renyowijoyo, Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba. Jakarta: 

Mitra Wacana Media., 2010, hal 14. 

Nurma Fitriana. TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA 

MILIK DESA DI ROWOREJO, KECAMATAN NEGERI KATON 

(PESAWARAN) DALAM PERSPEKTIF GOOD CORPORATE 

GOVERNANCE (Jakarta: Penerbit Institut Agama Islam Negeri (Iain) 

Metro, 2021), hal 17. 

Rexy Andalangi Maatuil, MEMBANGUN GOOD CORPORATE 

GOVERNANCE  DI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) (Studi 



100  

Kasus Di BUMDes Sukses Bersama Desa Karatung Kabupaten Kepulauan 

Talaud), (Yogyakarta: Ekonomika dan Bisnis Satya Wacana), 2022, hal 38. 

Sedarmayanti. Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam rangka 

Otonomi Daaerah. Bandung: Mandar Maju. 2003 

Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata., Jakarta: Pembimbing Masa. 1996, hal 48. 

Sri Soedewi Maschun Sofwan dalam Chidir Ali, Badan Hukum. Alumni, 2005, hal 

14. 

Suharyanto dan Hastowiyono, Penyusunan Kelayakan Usaha.,19 

Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Indonesia, Bandung: 

Prenada Media, 2008, hal 40. 

JURNAL 

Alfiansyah, “Setatus Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Di 

Undangkannya Undang-Undang Cipta Kerja”, Jurnal Ilmu Sosial dan 

Pendidikan, Vol. 5, No. 1, (Maret 2021)  

Amalia Sri Kusuma Dewi.,“Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai 

Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta 

Menumbuhkan Perekonomian Desa“. Journal of Rural and Development 

Volume V No. 1 Februari. 

Asrul. “Politik Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Terkait Dengan 

Penguatan Hak Ulayat”. Katalogis 5.3   



101  

Azmi Yusril, Saputra Agung. “STRATEGI KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS 

DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA 

BISKANG,” Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) Volume 3 

Nomor 1 (Juni 2023) 

Habib, Iznan., dkk., “Analisis Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Sebelum dan 

Sesudah Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang 

Cipta Kerja”., Limbago: Journal of Constitutional Law., Vol. 2 No. 1 (2022) 

Jusman Khairul, “KEDUDUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) 

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 

TENTANG CIPTA KERJA“ Juridica: Jurnal Fakultas Hukum Universitas 

Gunung Rinjani, Volume 3 Nomor 1, (November 2021), 2721-2653, 

https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica/article/view/192 

Kumayas, dkk. "Transparansi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Kecamatan 

Langowan Barat Kabupaten Minahasa”. Jurnal Governance No. 2 2023 

Larina dan Mariani.  ”PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN USAHA 

MILIK DESASTUDI KASUS DI DESA KABUNA KABUPATEN BELU“. 

Jurnal Poros Politik isu 2528-0935 

Mardeli Iis, Kedudukan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. 

Jurnal Magister Ilmu Hukum  2015 

Nataherwin & Natasha Melawati., ”EDUKASI DASAR AKUNTANSI 

PEMBUATAN BUKU BESAR DAN NERACA SALDO PERUSAHAAN 



102  

JASA PADA SISWA SISWI SMA TARSISIUS 1“. Jurnal SENAPEMNAS. 

Vol.2, No.1, 20 Oktober 2022. 

Putri Nugrahaningsih, dkk. “Optimalisasi Dana Desa Dengan Pengembangan 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menuju Desa Mandiri”  Akuntansi dan 

Bisnis, Vol. 16 No. 1 (Februari 2016) 

Ranny Sharah & Musfiari Haridhi, “Analisis Perbandingan Penerapan Good 

Corporate Governance Sebelum Dan Sesudah Konversi Pada Bank Aceh 

Syariah”, JIMEKA, No. 4, : 2020 

Selfika Herianti, “Analisis Pengelolaan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) Permata Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo 

Raya“  E-Jurnal Unnes Juhanperak, Vol. 5 No. 1 (13 Maret 2024): 2722-

984, https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/PERAK/article/view/3545 

Siti, dkk., ”Kedudukan Badan Usaha Milik Desa yang Tidak di Daftarkan Badan 

Hukum“. Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara Vol.2, No.1 Maret 2024. e-

ISSN: 2987-8632 

Tri Purwanti, “Transparansi Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa 

Tahun 2018 (Studi Kasus Desa Talang Kering Kecamatan Air Napal 

Kabupaten Bengkulu Utara)” Jurnal Professional, Vol. 9 No. 1 (Juni 2022): 

2722-371 

WAWANCARA 



103  

Ibu Putriani, Wawancara, Badan Usaha Milik Desa Sumber Barokah, 15 Agustus 

2024. 

INTERNET 

https://sidesa.jatengprov.go.id/pemkab/desa (diakses tanggal 9 Agustus 2024, pukul 

15:19 WIB)Abdul Ghofur. (2009). Lembaga Kenotariatan Indonesia: 

Perspektif Hukum dan Etika. Yogyakarta: UII Press. 

 

 


